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Menimbang

Mengingat

BUPATI BARI?O SELJTTAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN_'t

NOMOR TAHUN 2OL9

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.IA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BAzuTO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal zs peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman
Nomenklatur dar unit Kery'a sekretariat Daerah provinsi dan
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan peraturaa Bupati Barito
selatan tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keq'a sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Selatan;

1. undang-undang Nomor 2? Tahun igsg tentang penetapan
undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun lgsg teniang
Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II d;
Katimantan {Lembaran Negara Tahun 1gs3 Nomor g}
sebagai undang-undang {Lembaran Negara Repubrik
Indcnesia ?ahun lgsg Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomor f SZ0h

2. undang-undang Nomor 2s rahun 2oog tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoog
Nomor 112, Tambahan ,Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5O3g) ;

3. undang-undang Nomor 5 Tahun 2a]-4 tentang Aparatur
sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nornor 6, Tambahan Lembara, Negara Repubiik
Indonesia Nomor ilaga!;

4. undang-undang Nomor 6 Tahun ga$ tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2a*q Nomor
7, ?ambahan Lembara-n Negara Repubiik Indonesia Nomor
sae5);
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5. Undang-Und'ang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Takrun 2OL4 Nomor 244 ' Tatrrhrahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah

diubah UtUeru-pa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembarat Negara Republik

Indonesia Tahun 2OtS Nomor 58' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot6 Nomor lI4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42631' sebagaimana telah

aiuUatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2olgtentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor
1g tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A:l9 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2075

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimaqa telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor l2O Tahun 2OL9 tentang Perubahan atas

Peratr.lran Menteri dalam Negeri Nomor s0 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2A1r9 Nomor 157);

g. Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2Ol9
Tentang Pedoman Nomenklatur Dan unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Dan KabupatenlKota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 97O); dan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSI(AN :

6.

7.

PERATURAN BUPATI
ORGANISASI, TUGAS
SEKRBTARIAT DAERAH

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan'

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito selatan'

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan'

4. Wakil Bupati euplU adalah Wakil Bupati Barito Selatan'

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan'

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito selatan'

7. Aparatrrr Sipil Negara yang selanjrrtnya d'isingkat ASN adalah PNS dan PPPK

pada KabuPaten Barito Selatan'
g. pegawai Nlgeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada

KabuPaten Barito Selatan'
g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

PPPKad.alahASNpadaKabupatenBaritoSelatan.
1O. Kelompok Jabatan Rungsional adalah kelor,npok l"*"yit Negeri Sipil yang

diberi tugas, wewenang dan hak secan'a penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk *#f.""rrakan kegiatan sesuai .9"o_g.l RrlfesrlVa dalam upaya

mendukung kelancaran tugas, pokok'lpada Sekretariat Daerah Kabupaten

Barito Selatan.

KEDUDUXAN DAN .SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Sekretariat Daerah Kabupaten Bar.ito Selatan merupakan unsur staf yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Barito Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) rnempunyai trrgas mernbantrr Bupati dalam perr)rusunan kehijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyelenggarakan fungsi:
a Pengoordinasial pen)rusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(1)

(2)

(3)



Pasal 3

(1)SusunanOrganisasiSekretariatDaerahterdiridari:

a. Sekretaris Daerah.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan ;

b. Sub Bagian Administrasi Wilayahan; dan

c. Sub Bagian Kerja sama dan Otonomi Daerah'

2. Bagian Kesejahteraafl Rakyat terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Mental SPritual;

b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan

c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat'

3. Bagian Hukum terdiri dari :

a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantrran Hukrrm; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi'

c. Asisten Perekonomian dan Pembang-rr.nan rnembawahkan:

r Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

a. Sub Bagian Pembinaan Badan Umum Milik Daerah dan Badan

Layanan Umum Daerah;
b. Sub Bagian Ekonomi; dan
c. Sub Bagian Sumber DaYa Alam.

2. Bagian Pembangunan terd.iri dari :

a. Sub Bagian Penlrusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian Progratn; dan
c. Sub Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum membawahkan:

1. Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Adrninistrasi Tata Usaha Pimpinan, staf Ahli dan
Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Rrrmah Tangga dan Perlengkapan.

2. Bagian Organisasi terdiri dari :

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.



3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :

a. Sub Bagian Protokol;
b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan'

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk membantu tugas Bupati dibentuk Kelompok Staf Ahli Bupati yang

terdiri dari :

a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik'
b. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia; dan
c. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan'

(3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB II
TUGAS DAN FUNGST

Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pen1rusunan

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

perangkat d aerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud" pada ayat (1) dalam menjalankan

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris
Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penJrusunan kebijakan daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

Instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris
Daerah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan
Daerah.

{5) Sekretaris Daerah dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Ralgrat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan Asisten
Administrasi Umum.



Pasal 5

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian

urusan pemerintahan kepada sekretaris Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan

Peraturan BuPati.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam pen1rusunan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penJ''usunan kebijakan

daerah di bidang kesejahteraan ralryat'

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud dalam ayat (1), Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat men3relenggarakan- fungsi :

a. penjrusunan kebijakan daerah di bidang pemerint"hll dan hukum;

b. pengoord.inasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahtetaan

C.

d.

rakyat;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan ralcylt;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan dan hukum;
e. pemantaman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor

yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

kesejahteraan rakYat;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan

pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan,

hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang

pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan

tugasnya.

(4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Bagian Pemerintahan
Bagian Hukum, dan Bagian Kesejahteraan rakyat.



(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Bagian Pemerintahan

Pasal 7

Bagian Pemerintahan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi

di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja

sama dan oton omi daetah.

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Bagian yang d.alam melaksanakan trrgasnya bertanggrrng jawab

kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Ralryat.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi

daeratt;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perymusan kebijakan daerah di bidang

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan

otonomi daerah;
c. penyiapan bahan pengoordinasian p*1+"11aan 

luSas.Perangkat 
Daerah

di bidang administrasi pemerintahan; administrasi kewilayahan dan kerja

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang administrali pemerintahan, administrasi kewilayahan

dan kerja sama dan otonomi daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi d.aerah; d.an

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan r.nernplur:ryai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perlrmusan dan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi serta
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah sesuai aturan
yang berlaku agar tertib dan teratur.



(2) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pemerintahan.

(3) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan rnelaksanakan tugas ;

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi
pemerintahan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi
pemerintahan;

c. men1rusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
d. men5rusun bahan kebijakan pengelolaan pelayanan terpadu kecamatan

(PATEN);
e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan trrgas di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

f. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan
g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah bidang administrasi pemerintahan.

Paragraf 2
Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Untuk mempunyai tugas
melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan kebijakan sesuai aturan yang
berlaku agar tertib dan lancar.

(2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pemerintahan.

(3) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan melakasanakan tugas ;

a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan,
penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan danf atau kelurahan;

b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan,
kelurahan, serta r.arnalain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
e. men5rusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala

Daerah kepada Camat; dan
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

bidang administrasi kewilayahan.



(1)

(2)

(3)

Paragraf 3

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah

Pasal 10

sub Bagian Kerja sama dan otonomi Daerah mempunyai tugas

melaksanakan peryusunan bahan laporan, perumusan kebijakan' fasilitasi

dan koordinasi, pengolahan data dan penyiapan bahan kebijakan serta

pembinaan dan kerja sama sesuai aturan yang berlaku agar tertib dan lancar'

Sub Bagian Kerja sama dan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala

Bagian Pemerintahan.

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah melaksanakan tugas ;

a. men]rusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

b. menghimpun Informasi Lapotan Penyelenglgallaarl Pemerintahan Daerah

(ILPPD);

c. melaksanakan fasilitasi penyusunan standar Pelayanan Minimal (sPM)

Organisasi Perangkat Daerah;

d. melaksanakan fasilitasi dan koord"inasi proses pengusulan, pengangkatan

dan pemberhentian Kepala Daerah dqn wakil Kepala Daerah;

e. memfasilitasi pengusulan lzin dan Cuti'Bupati dan Wakil Bupati;

f. menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati;

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan

Pemilihan Umum;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian

antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
i. rnelaksanakan pemantaman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

bidang otonomi daerah;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan perLlmusan kebijakan di bidang kerja

sama dalam negeri;
k. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
1. rnelaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama

daerah dalam negeri;
m. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam

negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
kabupaten; dan

o. melaksanakan pen1rusLlnan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah
dalam negeri.



L0

(1)

(21

(3)

(1)

(2)

Bagian keemPat
Bagian Kesej ahteraan RakYat

Pasal 1 1

Bagian Kesejahte raalr_ Rakyat memililiki tugas melaksanakan penyiapan

pengoordinasian perumLrsan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab

kepada Sekretaris Daerah Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian

Kesej ahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

keagamaan, kesej ahteraan sosial dan kesej ahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

di bidang keagar-lraan, kesejahteraan sosial dan kesejahtetaart
masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan, evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang r,nempeng4ruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Ralryat yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 7

Sub Bagian Bina Mental Spiritual

Pasal 12

Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, data sarana ibadah, pengoordinasian
dan fasilitasi lintas sektor, pembinaan dan evaluasi kegiatan antar umat
beragama sesuai atrrran yang berlaku agar tercipta kedamaian.

Sub Bagian Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungf awab kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat.
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(3) Sub Bagian Bina Mental Spiritual melaksanakan tugas ;

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumus€rn
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

g. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga
keagamaan dan kerukrrnan umat beragama;

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar
lembaga keagamaan dan kerukunan urnat beragama;

i. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penJrusunan,laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;

j. melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan f rapat-rapat
koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama
antar lem baga ke agarrtaan ;

k. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan
umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;

1. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;

m. menyiapkan bahan dan neengoordinasikan kegiatan forum kerukunan
umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama
dan aliran kepercayaan;

n. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

o. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama
dan aliran kepercayaan; dan

p. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan
Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.
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(1)

(2\

(3)

Paragraf 2

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mernpllnyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan koordinasi, pelayanan administrasi dan penyiapan monitoring'

evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan hibah/bantuan social'

penyelen ggaraar seleksi, pemberangkatan, pengawalan, penyiapan bahan

penyuluhan dan bahan kerjasama sesuai aturan yang berlaku agar tertib dan

lancar.

sub Bagian Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

Kesejateraan RakYat.

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas ;

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;
b. menyiapk an bahan pengoordinasian pelaksan aan,kebijakan pemerintah

daerah di bidang sosial, .transmigrasi, kesehatal, . pt*berdayaan

perempuan, perlindungan anak, perlgendalian penduduk dan keluarga

berencana;
c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daeral-r di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,

pemberdayaan perempusflr , perlindungan anak, pengendalian

pendudukdan keluarga berencana;
d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;
e. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi prograrn transmigrasi

kepada masyarakat;
f. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
g. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi

perpindahan transmigrasi;
h. melakrrkan seleksi dan pelatihan calon transrnigran;
i. melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari

daerah asal ke transito Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;
j. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada

BadanlLembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau
keluarga; dan

k. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
hibah dan bantuan sosial kepada BadanlLembaga, Ormas, kelompok
masyarakat dan individu atau keluarga.
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(1)

Paragraf 3

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 14

sub Bagian Kesejahte raElr Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan koordinasi, pelayanan administrasi dan penyiapan

monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai aturan yang berlaku agar tertib

dan lancar.

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala Bagian

Kesejahteraan RakYat.

sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan trrgas ;

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kepemud aan dan.olakttaga, dan otl"jq.r,"riwisata;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga' dan

bidang Pariwisata; dan
d. menyiapkan bahan pela5ranan adrn:inistrasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan

kemasyarakatan lainnYa'

E,agian Kelirna
Bagran Hy1<i{n

Pasal 15

Bagian Hukum memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pemmusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum

dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat'

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian

Hukr-rrn rnerryelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perlrmusan kebijakan daerah di hidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

(2)

(3)

(1)

(21
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d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraarr Ralryat yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perundang-Undangan

Pasal 16

(1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksakan penyiapan

bahan pen5rusunan prod,uk hukum daerah, analisa produk hukum,

harmonisasi dan sinkronisasi prodtlk hukum daerah, serta pemantaman dan

evaluasi produk hukum daerah sesuai aturan yang berlaku agar tertib dan

lancar.

(2) Sub Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

Hukum.

(3) Sub Bagian Perundang-undangan melaksanakan tugas ;

a. menyiapkan bahan pen]rusunan produk hukum daerah;_

b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;

c. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peratrrran

Daerah;
d. menyiapkan bahan analisa dan kajian, produk hukum daerah;

e. melaksanakan pembinaan pen5rusunan produk hukum Daerah;

f. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk

hukum daerah; dan
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum

daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Bantuan Hukum

Pasal 17

(1) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan pen5rusunan pendapat hukum, pengoordinasian permasalahan
hgkgrn, bantuan hukum dan evaluasi serta pelaporan hasil penangan

hukum.

(21 Sub Bagian Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum.
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(3) Sub Bagian Bantuan Hukum meiaksanakan tugas ;

a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah;
b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan

pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah

daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan

perkara hukum;
d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak

Asasi Manusia (HAM);

e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum {legal opinion); dan

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan

perkara sengketa hukum.

(1)

(21

Paragraf 3

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

Pasal 18

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

pengolahan data dan informasi hukum serta jaringan, inventarisasi dan

dokumentasi produk hukurn, melaksanakan- sosialisasi,

penyuluhan/d.esiminasi, evaluasi dan pelaporan terhadap dokurnentasi dan

informasi produk hukum daerah sesuai aturan yang berlaku agar tertib dan

beraturan.

Sub Bagian Dokumentasi {an Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

Hukum.

(3) Sub Bagian Dokumentasi'dan Informasi melaksanakan tugas ;

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan
peraturan perundang undangan lainnya;

b. menghimpun serta rnengolah data dan informasi sebagai bahan dalam

rangka pembentukan kebijakan daerah;
c. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum

daerah malrpun peratrrran perundangundangan lainnya; dan
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan

informasi produk hukum daerah.
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(1)

(21

(s)

Bagian Keenam
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 19

Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian
pen5rusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa.

Asisten Perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Asisten
Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penJrusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan
barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,
pengadaan barang I jasa;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantaman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengadaan barang I jasa;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian dan sumber daya a1am, dan administrasi pembangunan;
dan

f. pelaksanaan fungsi Tain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 20

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian,
dan sumber daya alam.

(2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian
dan Pernbangr.rnan.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya
alam;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dart faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya
alam;

d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanan tugas perangkat daerah dalam
rangka kegiatan bersama dengan BUMN dan perusahaan Swasta;

e. penyiapan bahan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan
pengendalian inflasi dan bantuan pangan non tunai;

f. penyiapan bahan koordinasi dan memfasilitasi konflik pertanahan
dibidang perkebunan, kehutanan, pertambangan serta perumusan
kebdakan kelistrikan; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

sub Bagian pembiiffiffilrl ,".t . Milik Daerah
dan B,adanLayanan Umum Daerah

Pasal 2:1

(1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas melaksanakan
pen5rusunan bahan kebijakan perumusan barang usaha milik daerah dan
penyiapan bahan pembinaan pengelolaar. barang milik daerah sesuai aturan
yang berlaku agar tertib dan lancar.

(2) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

(3) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD melaksanakan tugas ;

a. menyiapkan bahan perllmusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah;

c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

d. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah;
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Paragraf 2

Sub Bagian Perekonomian

Pasal22

(1) Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pen]rusunan

bahan dan data ekonomi, perumusan kebijakan, pengoordinasian dan

pemantauan/evaluasi dan pelaporan sesuai aturan yang berlaku agar dapat

mencapai sasaran.

(2) Sub Bagian Perekonomian sebagaimana d'imaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam'

(3) Sub Bagian Perekonomian melaksanakan tugas ;

a. men]rusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata'

koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;

b. men)rusun bahan perurnusan kebdakan pengembangan pariwisata'

koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan

kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan

perdagangan;
d. -..ryr"r, bahan penJrus'unan petunjuk p:-1-"5::1""t dan pedoman

umum pengembaflgan pariwisata, koperasi, UMKM, perindrrstrian, dan

perdagangan;
e. melaksanakan pemantauann evaluasi dan pelaporan pengembangall

pariwisata, koperasi, uMKM, perindustrian, dan perd agangan;

f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata,

koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam kegiatan bersama dengan BUMN

dan perusahaan swasta;
h. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan

pangan non tunai (BPNT) dengan instansi terkait; dan
i. melaksanakan koordinasi pengendalian inflasi diwilayah kabupaten barito

selatan dan instansi terkait.

Paragraf 3

Sub Bagian Sumber Daya Alam

Pasal 23

Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
penJrusunan bahan dan data, bahan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi
dan melaksanakan pemantauan/monitoring/evaluasi sesuai aturan yang
berlaku agar memudahkan mencapai sasaran.

Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Perekonornian dan Surnber Daya Alam.

(1)

(2)
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(3) Sub Bagian sumber Daya Alam melaksanakan tugas ;

a. men.rusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan,

ketahanan pangan, peternakan, perika1rrarl, energi sumber daya mineral

dan lingkungan hiduP;
b. menJrusLrn bahan pen-rmusan kebijakan di bidang pertanian, perkeburra1:.'

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan

lingkungan hiduP;
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan

kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan,

perikanan,sumberd,ayaalarndanlingkLlnganhidup;
d. men]rusun bahan pen]rusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman

umltm kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan,

perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang

pertanian, perkebrlllan, ketahanall_ pangan, peternakan, perikanan,

sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. memfasilitasi dan pembinaan d.i bidang pertanian, perkebtrnan, dan

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup;

g. memfasilitasi kegiatar,. di bidanS ne1lanian, perkebunan, dan ketahanan

parrgar. peternakan, perikanatt, dam lingkungan hidup;
h. melaksanakan koordinasi dan mempasilitasi konflik.pertanahan dibidang

perkebunan, kehutanan, pertambangan dengan instansi terkait dan

masyarakat; dan
i. men1rusgn data bahan penyusunan kebijakan dibidang kelistrikan-

Bagiah:KedelaPan
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal24

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki tugas melaksanakan penyiapan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang penJrusunan program, pengendalian program dan evaluasi

dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalrri Asisten Perekonomian
dan Pembangunan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bagian
Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dibidang penyusunan prograln, pengendalian prograrn dan evaluasi dan
pelaporan;

(1)

(2)
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penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan

di bidang peny-usunan program, pengendalian program dan evaluasi dan

pelaporan; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

Paragraf 1

Sub Bagian PenYusunan Program

Pasal 25

sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan

pen),usunan bahan kebijakan, program, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan, pelaksanaan koord.inasi, sosialisasi dan monitoring/evaluasi
sesuai peraturan yang berlaku agar program dan kegiatan tepat sasaran.

Sub Bagian Penlrusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala Bagian

Administrasi Pembangunan

Suh Bagian Pen5rusunan Program melaksanakan tugas ;

a. men1rusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program

pembangunan daeraLr;

b. men;rusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program

pembangunan daerah;
c. menyusgn pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

penyusunan program pembangunan daerah;
d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan

sinergitas program pembangunan daerah;
e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penJrusunan

program pembangunan daerah;
f. melaksanakan pen5rusLlnan program pembangunan dalam rangka

mengembangkan akses pembangunan daerah;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program

pembangunan dalam rangka rnengurangi resiko dan kerugian pihak lain
dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah; dan

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan
daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Pengendalian Program

Pasa126

(1) Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan
pen]rusunan bahan kebijakan, rencana kegiatan pengendalian dan
pengoordinasian dengan berbagai yang terkait sesuai aturan yang berlaku
agar sasaran dapat capai dan berhasil dengan baik.

C.

d.

(1)

(2)

(3)
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(2) Sub Bagian Pengendalian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan.

(3) Sub Bagian Pengendalian Program melaksanakan tugas ;

a. men5rusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan
sesuai dengan program pembangunan daerah;

c. menJrusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan
daerah;

d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program
pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;

e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga
pemerintah maupun swasta; dan

f. melaksanakan pernbinaan dan fasilitasi dalarn rangka pengendalian
pelaksanaan program pembangunan.

Paragraf.3
Sub Bagian E:aluasi dan Pelaporan

Pasal27

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pen5rusunan monitoring dan pelaporan, pen5rusunan pedoman dan petunjuk,
pengoordinasian dan monitoring,/evaluasi pelaksanaan program
pembangrrnan ses\rai atrrran yarrg berlaku agar sasaran kerja bisa terlaksana.

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan.

(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas ;

a. menJrusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan
daerah;

b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

c. men)rusun pedornan, petrrnjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

e. mencatat, men1rusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program
pembangu nan daer ah; dan

g. menyusun hasil evaiuasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan
kebijakan program pembangunan daerah.
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(1)

Bagian Kesembilan
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 28

Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas melaksanakan penyiapan

p..,r*r"an kebdakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah'

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa'

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembirlaafl dan advokasi

pengadaan barang/j asa.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungiawab kepada sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian

dan Pembangunan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian

Pengad.aan Batangl Jasa menyelenggarakan fungsi :

a, penyiapan baha.n perurmusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan

pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusl kebrjakan daerah di bidang

pengelolaan pengadaan banangfjasa, pengelolaan layanan pengadaan

secara elektronik, pembinaan dan adv-okasi pengadaan barang/jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik, pernbinaan dan advokasi pengadaan

barang/jasa;
d. penyiapan bahan pemantaman dan evahrasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pengelolaan pengadaan barangl jasa, pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

barangljasa; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya'

Paragraf 7

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 29

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, inventarisasi,
paket, riset dan analisis pasar, penyiapan dan pengelolaan dokumen,
membantu perencanaan kontrak dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan

barangljasa sesuai aturan yang berlaku agar bisa berjalan tertib dan aman.

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.

(2)

(3)

(1)

(2)
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(3) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas :

a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barangl jasa;

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barangfjasa;

c. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

d. melaksan akan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemillhan beserta

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
f. melaksanakan penjrusunan dan pengelolaan katalog

lokallsektoral;
g. membantu perenc a,rraan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa

pemerintah; dan
h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

elektronik

(1)

(2)

Paragraf 2

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 3O

Sub Bagian pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai

tugas melaksanaan pelaksanaaR penrgelolaan dan pengembangan sistem

pengadaan, pelayanan, fasilitasi register, verifikasi dan seluruh informasi

pengadaan barang/jasa termasuk kontrak sesuai aturan yarrg berlaku agar

berjalan lancar dan tertib.

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Kepala Bagian Pengadaan B.aran$fJasa.

(3) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

melaksanakan tugas :

a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara

elektronik) dan infrastrukturnya;
b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik;
c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh

sistem informasi pengadaan barang/jasa;
d. mengidentifikasi kebutuhan pengernbangan sistem informasi;
e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh

UKPBJ;
melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barangljasa pemerintah
kepada masyarakat luas;
mengelola informasi kontrak; dan
mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

f.

Cb'

h.
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(1)

(2)

Paragraf 3

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3 1

Sub Bagian pembinaan dan Advokasi Pengadaan BaranglJasa mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengelolaan, pengembangan

dan peningkatan sumber daya personil, fasilitasi, pendampinan dan

penyelesaian sengketa kontrak rnelalui mediasi sesuai peratrrran yang

berlaku agar semua berjalan lancar'

sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagairnnana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa'

Layanan Pengadaan Secara Elektronik(3) Sub Bagian Pengelolaan
melaksanakan tugas :

C.

d.
e.

f.
ob'

h.

a. melaksanakan pernbinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa

pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan

personel UKPBJ;
b. melaksanakan Pengelolaan

barang/jasa;
manajemen Pengetahuan Pengadaan

membina hubungan dengan pata pemangku kepentingan;

melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;

melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

mengelola personil UKPBJ;
melaksanakan pengembangan sistern insentif personel UKPBJ ;

memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara

elektronik;
i. melaksanakan pengelolaan dan

bar ang I jasa pemerintah ;

pengukrrran kinerja Pengadaan

j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
proses pengadaan barungljasa pemerintah di lingkungan pemerintah
kabupaten dan desa;

k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan

1. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Bagian Kesembilan
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 32

(1) Asisten Administrasi Umum memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan kebijakan daerah dan
pengoordinasian pen5rusunan kebijakan daerah di bidang tlmum, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan.
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(2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah-

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang trmtlm, protokol dan komunikasi
pimpinan;

b. penJrusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

organisasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umlrm,

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
e. pemantaman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

organisasi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi

daerah; dan
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang

ltmrrm, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Kesepuluh
Bagian Urnum

Pasal 33

(1) Bagian Umum mempun5rai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf
ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan,
staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan; dan

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Pasal 34

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan penatausahaan rrmum, pemantauan dan evaluasi serta
pengarsipan sesuai aturan yang berlaku agar tersusun rapi dan mudah
untuk pencarian.

(2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggunglawab
kepada Kepala Bagian Umum.

(3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian melaksanakan
tugas :

a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ah1i, dan rapat-rapat dinas;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umrrm,
persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; dan

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan.

Paragraf 2

=""T;::,TJ""*""

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, kebijakan anggaran pengelolaan dan penatausahaan keuangan
sesuai aturan yang berlaku agar proses keuangan berjalan dengan baik dan
lancar.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

(3) Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas :

a. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan
pertanggungj awaban anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;

b. menJrusLrn dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan
pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan,
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban dilingkungan
Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat
daerah;

e. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan
pertanggungiawaban;
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f.

ct
b'

h.

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan

pertanggungiawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;

melaksanakan sitem pengendalian intern; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaarr, anggaran dan

pertanggunglawaban di lingkungan sekretariat Daerah.

(1)

(2\

(3)

Paragraf 3

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Pasal 36

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, penyediaan sarana dan pra

sarana dan pemeliharaan dan kebersihan kantor, serta \Irusan rumah tangga

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah sesuai peraturan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas'

sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala

Bagian Umum.

sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan melaksanakan tugas :

a. melaksanakan urrlsarl rumah tangga- Bupati dan wakil Bupati serta

Sekretariat Daerah;
b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman

untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-

rapat;
c. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemelihataafl sarana dan

prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah;

d. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil

Bupati serta Sekretariat Daerah;
e. melaksanakan kebijakan pengelol aata, penggunaan, pengendalian dan

pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat

Daerah serta kendaraan dinas operasional dan Sewa kendaraan;

f. rnelaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan

dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah

Dinas Sekretariat Daerah; dan
g. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung

kegiatan Bupati dan wakil Bupati serta sekretariat Daerah.

Ba.gian Kesebelas
Bagian Organisasi

Pasal 37

Bagian Organisasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi
birokrasi.

(1)
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(21 Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Urnrrrn.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian
Organisasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perLrmusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan trrgas Perangkat Daerah
di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata
Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya. :

Paragraf l
Sub Bagian Kelernbagaan dan Analisis Jabatan

Pasal 38

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perurriusan, penyusunan rllmusan tugas
dan fungsi jabatan Organisasi Perangkat Daerah, naskah akademik, profil
kelembagaan, Analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan
kompetensi jabatan sesuai aturan yang berlaku agar berjalan baik dan
lancar.

(21 sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungj awab kepada Kepala Bagian O rganisasi,

(3) Bagian Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan melaksanakan tugas :

a. menyiapkan bahan pen5rusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(sorK);

b. men5rusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan
organisasi Perangkat Daerah;

c. menJrusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit
pelaksana teknis daerah;

d. men5rusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
e. menyusnn analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
f. men5rusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi

Perangkat Daerah; dan
g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah.
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Paragraf 2
Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Pasal 39

(1) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan pen5rusunan, penyiapan bimbingan, fasilitasi dan
monitoring/evaluasi sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan
dan sasaran dapat tercapai.

(2) Sub bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Organisasi.

(3) Bagian Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana melaksanakan tugas :

a. men1rusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode
kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;

b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang
ketatalaksanaan dan pelayanan pubLik bagi unit kerja/organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penJrusunan Standar Pelayanan
Publik ;

d. menghimpun dan menrfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; dan
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik.

Paragraf 3
Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

asal 40

(1) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan, pelaporan, fasilitasi dan motoring/evaluasi
sesuai atrrran yang berlaku agar maksud dan tujuan dapat tercapai.

(21 Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala
Bagian Organisasi.

(3) Bagian Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi rnelaksanakan trrgas :

a. menJrusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi;

b. men5rusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
c. men1rusun road map reformasi birokrasi;
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP); dan
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
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Bagian Keduabelas
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 4 1

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang protokol, kornrrnikasi pirnpinan, dan dokrrrnentasi.

(2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Bagian yar:g dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi
Umum.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

b. penyiapan hahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan ,dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokol, komunikasi.pimpinan, dan dokumentasi; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang,diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

' rPa::agraf 1

Sub Bagian Protokol

Pasal 42

(1) Sub Bagian Protokol meinpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan
pengoordinasian kegiatan sesuai aturan agar pelaksanaan kegiatan berjalan
baik dan lancar.

(2) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan trrgasnya hertanggungiawab kepada Kepala Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan.

(3) Sub Bagian Protokol melaksanakan tugas :

a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu
pemerintah daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil

Bupati Daerah;
d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
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Paragraf 2

Sub Bagian Komunikasi PimPinan

Pasal 43

(1) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, penyiapan bahan masukan, informasi dan pen5rusunan

naskah sambutan Bupati dan Wakil Bupati sesuai materi agar maksud dan

tujuan bisa berjalan tercaPai'

(2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksan akan tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

(3) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan melaksanakan tugas :

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi

juru bicara PimPinan daerah;
b. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian

informasi tertentu;
c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai

dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
d. menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat penting dan

mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;

f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan; dan

g. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati.

Paragraf 3
Sub Bagian Dokumentasi PimPinan

Pasal 44

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai TUgas melaksanakan
pendokumentasian, pen5rusunan dan memfasiiitasi kegiatan Bupati dan

Wakil Bupati sesuai peraturan agat dapat berjalan baik dan lancar'

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan melaksanakan tugas :

a. mendokrrrnentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
b. menJrusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati; dan
c. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil

Bupati.

(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketigabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peratural perundang-undalgan;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah;

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja;

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan
perundang-undangan; dan

(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenambelas
Staf Ahli

Pasal 46

(1) Staf Ahli berkedudukan membantu Bupati dalam pelaksanaan tugasnya dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

(2) Staf Ahli mempunyai tugas :

a. Staf Ahli Bidang Hukurn dan Politik mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai hukum dan politik;

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia, mempunyai tugas memtrerikan telaahan mengenai
pemerintahan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi, keuangan dan
pembagunan.

(3) Struktur Organisasi Staf Ahli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratrrran Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 47

(1) Sekretaris Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah
maupun dengan lembaga teknis lainnya;

(2) Sekretaris Daerah dalam meiaksanakan tugas dan kewenangannya
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
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(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban
memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk
bagi pelaksanaan tu gas bawahannya masing_rnasing.

Pasal 48

(1) Sekretaris Daerah wajib men]rusun rencana strategis dengan mengacu pada
RPJMD Kabupaten, men]rusun Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
(AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIp),
menJrusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LppD) dan
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas
dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berraku;

(2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat
Daerah berkewajiban:

a' menJrusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis
Sekretariat Daerah, *"rrrp"r"i"pkan u.f,rn p".ry.r"rr,., Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan
bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan
laporan secara tertulis hasit pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;

c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan
tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan
laporan tiap jenjang

BAI} V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkataan, penempatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku pejabat
Pembina Kepegawaian.
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BAB VI
KETEN?UAN PENUTUP

Pasal 5O

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten tsarito Selatan {Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nornor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturaa Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, ?ugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Seiatan { Berita Daerah Kabupaten Barito Seiatan
Tahun 2A19 Nomor 1 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap ora&g rrengetahuirrya, mernerintahkan pengundangan Perafi-rran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Di undangkan {i Buntoh

S DAERAH
SELA?AN,

SELATAN,

{RANI

BERITA DAERAH KAEI-IPATEN BARTTO SELATA]rI ?AI{UN 2ot9 Nornor

26 Desember 2019

26 Desember 2019
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